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Society 5.0 emphasizes the use of technology in everyday life 
with the simplicity principle. The implementation of this 
principle is done through the integration of the Population 
Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification 
Number (NPWP). However, some problems need to be solved 
immediately from the integration, namely the security of 
taxpayer data, which is often a threat to tax digitalization. The 
method used in this research is the desk research method by 
qualitatively analyzing books, journals, articles, and taxation 
materials published on the internet. The results show that 
blockchain has good potential to provide taxpayer data 
protection in NIK-NPWP matching. Blockchain utilization has 
also been carried out in public administration services in 
Estonia and Italy. As with policies in general, blockchain 
implementation is inseparable from aspects that become 
opportunities and challenges to maintain taxpayer data 
security. 
 
ABSTRAK 
Society 5.0 menekankan pada pemanfaatan teknologi dalam 
kehidupan sehari-hari yang berprinsip pada kesederhanaan. 
Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui pemadanan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP). Namun, terdapat permasalahan yang perlu 
segera dicari solusinya dari pemadanan tersebut, yakni 
keamanan data wajib pajak yang sering kali menjadi ancaman 
digitalisasi perpajakan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kepustakaan (desk research) 
dengan menganalisis secara kualitatif buku, jurnal, artikel, 
dan materi perpajakan yang dimuat di internet. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa blockchain memiliki potensi 
yang baik untuk memberikan perlindungan data wajib pajak 
dalam pemadanan NIK-NPWP. Pemanfaatan blockchain juga 
telah dilakukan pada pelayanan administrasi publik di Estonia 
dan Italia. Sebagaimana kebijakan pada umumnya, 
implementasi blockchain tidak terlepas dengan aspek yang 
menjadi peluang dan tantangan untuk menjaga keamanan 
data wajib pajak.
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1. PENDAHULUAN  
 

Gagasan mengenai tahap baru berupa Society 5.0 
lahir dari pemaparan Kabinet Jepang pada The 5th 
Science and Technology Basic Plan di tahun 2016 lalu 
(Fukuyama, 2018). Kelahiran tahap baru dalam 
masyarakat merupakan kontribusi dari adanya 
tranformasi digital, yaitu kemajuan pesat pada bidang 
teknologi digital dan pemanfaatan data yang mampu 
mengubah aspek-aspek masyarakat, seperti 
kehidupan pribadi, administrasi publik, struktur 
industri, dan pekerjaan (Keidanren, 2018). Dalam 
konsep Society 5.0, masyarakat akan berdampingan 
dengan teknologi dalam keseharian mereka sebagai 
alat untuk memecahkan masalah dan membawa 
prinsip kesederhanaan (Sugiono, 2021; Suryaputra, 
2023). 

Dalam hal prinsip kesederhanaan, Indonesia 
sendiri belum dapat menerapkan prinsip tersebut. 
Sebagai contoh konkret adalah banyaknya kartu 
identitas yang harus dimiliki oleh tiap-tiap individu, 
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), 
kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan, kartu Anjungan Tunai Mandiri 
(ATM), dan masih banyak lagi kartu lainnya (Tobing & 
Kusmono, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
Indonesia belum menerapkan Single Identity Number 
(SIN) (Suryaputra, 2023). Implikasinya, masyarakat 
akan direpotkan dengan banyaknya kartu dan apabila 
kehilangan satu kartu akan melakukan pembuatan 
ulang yang menguras banyak waktu, tenaga, dan biaya 
(Angga et al., 2019). 

Dari hal tersebut, pemerintah sekarang telah 
melakukan pemadanan NIK dan NPWP sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1a) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi 
Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah, dan 
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang 
Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP 
dalam Pelayanan Publik. Menurut Tobing & Kusmono 
(2022), pemadanan NIK-NPWP sebagai wujud SIN ini 
menjadi langkah nyata pemerintah untuk simplifikasi 
administrasi pajak. Dari sisi Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP), SIN ini diharapkan dapat membantu dalam 
pengawasan kepatuhan wajib pajak, sedangkan dari 
sisi wajib pajak dapat mengurangi cost of compliance, 
seperti waktu, tenaga dan biaya kepengurusan NPWP 
karena biaya-biaya tersebut harus ditekan semaksimal 
mungkin agar meningkatkan efisiensi dalam 
pengelolaan pajak. 

Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak mulus 
begitu saja, tetapi justru dengan adanya digitalisasi 
menimbulkan potensi masalah baru, misalnya 
keamanan data. Menurut Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Republik Indonesia periode 2009-
2014, implementasi SIN tersebut dapat berimplikasi 

pada tersebarluasnya Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan milik wajib pajak yang semestinya bersifat 
rahasia (FIA UI, 2023). Melihat hal tersebut, 
pemerintah perlu mengambil tindakan preventif agar 
tujuan awal kebijakan dapat berjalan dengan baik. 
Oleh karena itu, penulis melalui kajian kali ini ingin 
menganalisis solusi dari permasalahan keamanan data 
dari pemadanan NIK-NPWP tersebut. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, 
diperlukan suatu kajian yang membahas solusi atas 
keamanan data wajib pajak sebagai implikasi 
diterapkannya pemadanan NIK dan NPWP. Oleh 
karena itu, paper ini akan menjawab beberapa 
pertanyaan berikut, yakni: (1) Bagaimana urgensi 
keamanan data wajib pajak?  dan (2) Bagaimana peran 
teknologi blockchain dalam menjaga keamanan data 
wajib pajak? Dengan demikian, tujuan dari penelitian 
ini antara lain: (1) Memberikan gambaran urgensi 
keamanan data wajib pajak dan (2) Memberikan 
penjelasan peran teknologi blockchain dalam menjaga 
keamanan data wajib pajak. 
 
2. KERANGKA TEORI  
2.1. Pajak 

Menurut James dalam Rosdiana & Irianto (2014), 
pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh 
otoritas publik yang tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung. Definisi ini dipertegas oleh Soemitro 
sebagaimana dikutip Brotodihardjo yang menjelaskan 
pajak sebagai kontribusi rakyat berupa pembayaran ke 
kas pemerintah sesuai dengan hukum yang dapat 
ditegakkan tanpa perlu adanya manfaat langsung yang 
dapat dibuktikan, dana yang terkumpul tersebut 
selanjutnya dipergunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum (Rosdiana & Irianto, 2014). 
Setelah diselenggarakannya kongres pajak sedunia di 
Argentina pada tahun 2005, terdapat pergeseran 
paradigma dalam pendefinisian pajak, yakni pajak 
tidak boleh memaksa sehingga pajak lebih netral dan 
tak berkonotasi negatif, pajak harus dikembalikan ke 
masyarakat, pembayar pajak harus memperoleh 
benefit, dan pajak juga mempunyai pengukuran 
benefit (Rosdiana & Irianto, 2014). 

2.2. Kepatuhan Pajak 
Kepatuhan pajak atau tax compliance merupakan 

kondisi di mana wajib pajak berperilaku memenuhi 
semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan 
semua hak perpajakannya (Waluyo, 2020). Menurut 
Nurmantu dalam Waluyo (2020), ada dua jenis 
kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 
materiil. Kepatuhan formal adalah situasi di mana 
wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi 
kewajiban formalnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, sedangkan 
kepatuhan materiil adalah kondisi di mana wajib pajak 
memenuhi secara substantif ketentuan materiil 
perpajakan sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku (Waluyo, 2020).  

2.3. Reformasi Perpajakan 
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Direktorat Jenderal Pajak (2022) mendefinisikan 
reformasi perpajakan sebagai perubahan sistem 
perpajakan secara menyeluruh, seperti perbaikan 
regulasi, pembetulan administrasi, dan peningkatan 
basis perpajakan. Reformasi Perpajakan dinilai perlu 
untuk dilakukan karena rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak, semakin berkembangnya transaksi 
dagang sehingga harus adanya pembaruan regulasi, 
perkembangan ekonomi digital, tingginya target 
penerimaan pajak setiap tahun, dan kurangnya 
sumber daya manusia di bidang perpajakan yang 
jumlahnya tidak sebanding dengan pertumbuhan 
populasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Adapun 
lima pilar reformasi perpajakan adalah peraturan 
perundang-undangan, proses bisnis, organisasi, 
sumber daya manusia, serta teknologi informasi dan 
basis data (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). 

2.4. Single Identity Number 
Single Identity Number (SIN) adalah sebuah 

identitas unik dimiliki oleh setiap individu yang tidak 
hanya mencakup nomor identitas pribadi, tetapi juga 
mencakup informasi terkait seperti data keluarga, 
kepemilikan aset, informasi polisi, perbankan, pajak, 
dan banyak lagi, seperti yang dijelaskan oleh Edhy 
dalam Siregar (2017). Selanjutnya, dalam Siregar 
(2017), SIN digambarkan sebagai nomor identitas unik 
yang menggabungkan data dari berbagai lembaga 
pemerintah dan swasta dan berkarakteristik unik, 
tidak bisa digandakan, datanya lengkap bersifat 
nasional, dan dalam hal perpajakan ditujukan agar 
pengawasan perpajakan menjadi lebih mudah. 

2.5. Blockchain 
Blockchain adalah jenis dari database 

terdistribusi yang terdesentralisasi atau ledger. 
Terkadang pengertian tentang Decentralized Ledger 
Technology (DLT) dan blockchain secara keliru 
dipersamakan (Panait et al., 2020). Pada dasarnya, 
blockchain tersebar ke beberapa node, dan setiap 
node itu menyimpan salinan blockchain. Lebih lanjut 
lagi, dalam blockchain tidak ada satu keputusan, 
melainkan keputusan dihasilkan dari konsensus di 
setiap node (Panait et al., 2020). Blockchain dapat 
dibedakan menjadi dua, yakni blockchain tidak berizin 
dan berizin (permissionless dan permissioned). Dalam 
blockchain tidak berizin, setiap entitas dapat menjadi 
sebuah node serta berpartisipasi dalam konsensus 
blockchain. Namun, dalam blockchain tidak berizin, 
terdapat protokol konsensus yang hanya mengizinkan 
node tertentu untuk berkonsensus (Panait et al., 
2020). 

3.    METODE PENELITIAN 
 

Penelitian menggunakan metode kepustakaan 
(desk research) dengan menganalisis secara kualitatif 
data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang 
termuat di internet. Sistematika kepenulisan dilakukan 
bersifat naratif melalui analisis implementasi 
blockchain pada keamanan data wajib pajak dalam 
pemadanan NIK-NPWP yang disertai dengan 
penelitian terdahulu, pendapat ahli, dan kajian 

penerapan blockchain pada administrasi pajak. 
Adapun dampak implementasinya dapat dilihat 
melalui benchmarking negara lain dan analisis peluang 
serta tantangan penerapan blockchain untuk 
menjamin keamanan data. 

 
4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Urgensi Perlindungan Data Wajib Pajak 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 
pemadanan NIK-NPWP berpotensi pada kebocoran 
data. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang 
dilakukan Tobing & Kusmono (2022) membuktikan 
bahwa sebanyak 40% responden sangat khawatir 
data-data mereka akan bocor apabila pemadanan NIK-
NPWP diimplementasikan. Kemudian, untuk 
responden yang khawatir sebanyak 40% dari total 
responden, 12% responden bersikap netral, dan 8% 
responden menjawab tidak setuju bahwa mereka 
khawatir apabila data mereka  bocor. Dari data 
tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 80% 
responden masuk dalam kriteria “khawatir” apabila 
datanya bocor. 

Grafik 1 Negara dengan Kasus Pembobolan Data Terbanyak 
di Dunia Kuartal 3 2022 (juta akun) 

 
Sumber: Surfshark (2022). Telah diolah kembali. 

Pada faktanya, kekhawatiran tersebut memang 
bukan tanpa sebab. Berdasarkan data yang diterbitkan 
oleh Surfshark sebagaimana Grafik 1, Indonesia 
menempati peringkat tiga sebagai negara dengan 
kasus pembobolan data terbanyak di dunia pada 
kuartal 3 tahun 2022 sebanyak 13,8 juta akun. 
Peringkat tersebut berada di bawah Rusia dan Perancis 
serta di atas Amerika Serikat dan Spanyol di urutan 
paling bawah. Tak hanya sampai di situ, terdapat 502 
ribu data kredensial yang bocor dan didistribusikan 
melalui situs gelap di mana data-data tersebut 
merupakan data pengguna yang mengakses sejumlah 
situs pemerintahan, termasuk DJP (Ashari, 2022). Hal 
tersebut juga sejalan dengan apa yang diungkapkan 
oleh peneliti siber Singapura, DarkTracer, bahwa 
terdapat kebocoran data kredensial lebih dari 49 ribu 
situs pemerintah di seluruh dunia. Berdasarkan data 
tersebut pula, dari 10 situs pemerintah dengan 
kebocoran terbanyak, terdapat tiga situs pemerintah 
Indonesia salah satunya DJP dengan jumlah kebocoran 
sebanyak 17.585 data kredensial yang berasal dari 
situs djponline.pajak.go.id dan data wajib pajak dari 
ereg.pajak.go.id (Ashari, 2022). 
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Grafik 2 Jumlah Wajib Pajak 2017-2021 (juta) 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2017, 2018, 2019, 2020, 

2021). Telah diolah kembali. 

Melihat banyaknya data yang bocor tersebut, 
kekhawatiran muncul kembali setelah melihat jumlah 
wajib pajak yang setiap tahun selalu meningkat 
sehingga meningkat pula jumlah data yang harus 
dilindungi sebagaimana Gambar 2 di atas. Berdasarkan 
gambar tersebut, jumlah wajib pajak dalam kurun 
waktu 2017 hingga 2021 meningkat dari 39,1 juta di 
tahun 2017 menjadi 66,3 juta di tahun 2023. Pengamat 
teknologi informasi dan media sosial Kun Arief 
Cahyantoro berpendapat bahwa apabila terjadi 
pembobolan SIN dengan sistem penyimpanan data 
yang terpusat, maka akan mengakibatkan hilangnya 
atau tercurinya seluruh data warga negara 
(Saptohutomo, 2022).  

Untuk itu diperlukan solusi, salah satunya dengan 
penerapan teknologi blockchain dalam integrasi NIK 
dan NPWP. Blockchain memiliki karakteristik yang 
terdesentralisasi, di mana setiap data tersimpan 
dalam beberapa komputer (nodes) yang terpisah 
(Okazaki, 2018). Dengan penyimpanan data yang 
terdesentralisasi dapat mengurangi potensi 
penyalahgunaan data oleh pihak internal dan peran 
pihak ketiga dalam manajemen data untuk mencegah 
potensi intervensi dari luar sehingga data wajib pajak 
lebih terjaga (Maulana & Juliarto, 2021; Fathiyana et 
al, 2022).  

4.2. Benchmark Implementasi Blockchain di Negara 
Lain 

Sebelum memilih kebijakan yang tepat terkait 
permasalahan yang diuraikan di atas, terdapat 
beberapa negara yang dapat dijadikan acuan untuk 
pengimplementasian blockchain dalam administrasi 
publik. Negara pertama adalah Estonia yang sejak 
tahun 2008 sudah menggunakan teknologi blockchain 
dalam urusan governansi publiknya (PWC, 2019). 
Estonia memulai membangun masyarakat digitalnya 
dari tahun 1997 melalui e-governance system dalam 
penyediaan layanan publik berupa e-Tax, x-Road, 
Digital ID, e-School, e-Voting, Mobile ID, e-Health, 
blockchain, e-residency, dan data embassy. Dengan 
demikian, 99% dari layanan publik di Estonia 
dilaksanakan sepenuhnya secara online (PWC, 2019). 
Estonia menggunakan teknologi blockchain pertama 

kali untuk memastikan e-voting bagi warga negara. 
Melalui penyertaan teknologi blockchain dalam 
arsitektur digitalnya, Menurut Iglesia (2022), sistem 
blockchain yang telah digunakan di tingkat 
pemerintahan di Estonia didasarkan pada private 
blockchain, yang mencerminkan pendekatan terpusat 
(centralized approach) pada teknologi pencatatan 
terdistribusi. Pemerintah Estonia mengklaim telah 
memenuhi tujuan yang diharapkan dengan 
mengandalkan sifat kekekalan dan desentralisasi 
blockchain, warga negara dapat yakin bahwa informasi 
mereka tetap aman dan karenanya dapat 
mempercayai pemerintah (Iglesia, 2022). 

Sistem blockchain yang digunakan oleh 
pemerintah Estonia adalah Keyless Signature 
Infrastructure (KSI) Blockchain. Melalui KSI Blockchain, 
data-data vital pemerintah seperti sektor kesehatan, 
properti, bisnis, dan pengadilan digital terproteksi 
secara maksimal dan meningkatkan kepercayaan 
publik (public trust) Estonia (PWC, 2019). Lebih 
daripada itu, Single Identity Card Estonia mencakupi 
legal travel ID, asuransi kesehatan nasional, 
identifikasi masuk ke rekening bank, tanda tangan 
digital, e-Voting, dan rekam medis (PWC, 2019). 
Dengan sistem terintegrasi dan diperkokoh dengan 
blockchain ini, Estonia menjadi negara yang memiliki 
sistem kartu identitas nasional yang paling maju di 
dunia (PWC, 2019). 

Selanjutnya, melalui Strategic Tenders Program, 
The Agency for Digital Italy (AGID), three-year 2019-
2021 plan, Italia mulai mengadopsi layanan blockchain 
dalam sistem administrasi publiknya (AGID, 2019). 
Kota Milan sebagai salah satu kota besar di Italia yang 
sudah menerapkan teknologi blockchain hanya 
memerlukan waktu sepuluh menit dalam pengurusan 
administrasi publik. Lebih lanjut lagi, 70 persen 
tahapan administrasi publik dapat dipangkas dan 
disederhanakan setelah penerapan teknologi ini (Coin 
Idol, 2019). Selain itu, ada 118 startup dari berbagai 
bidang bisnis di Italia yang mengadopsi blockchain 
untuk proteksi terbaik dalam aktivitas bisnisnya (PWC 
Italy, 2023). Pada tahun 2015, pemerintah Italia 
bersama dengan enam negara lainnya mencoba 
proyek EU Horizon untuk mengaplikasikan information 
sharing yang aman antara Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Dalam Negeri melalui teknologi 
blockchain. Infrastruktur blockchain digunakan di sini 
untuk memastikan integritas dan kerahasiaan dalam 
pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan 
dan Kepolisian Negara, khususnya dalam kaitannya 
dengan tempat tinggal dan status agen keamanan 
publik Italia. Hasilnya, pertukaran data antara public 
cloud dengan privat terjadi dengan aman dan bahkan 
sudah digunakan untuk sistem penggajian karyawan 
melalui pembaruan NoiPA (OECD, 2020) . 

Berdasarkan pengalaman implementasi kedua 
negara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan 
blockchain dalam sistem administrasi publik dapat 
meningkatkan keamanan data secara masif. Selain itu, 
simplifikasi dan percepatan layanan publik pun 
menjadi dampak positif lain yang dihasilkan dari 
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pemanfaatan ini. Terlebih lagi, cara masyarakat 
berhubungan dengan pemerintah sedang berubah, 
didorong oleh kemungkinan yang timbul akibat 
teknologi-teknologi baru (PWC, 2019). 

 
4.3. Merancang Perlindungan Data Wajib Pajak 
dengan Teknologi Blockchain 

Mewujudkan pemadanan NIK-NPWP yang aman 
merupakan suatu keharusan mengingat data wajib 
pajak yang bersifat credential. Menurut Lembaga Studi 
dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pemadanan data 
NIK-NPWP menimbulkan potensi penyalahgunaan 
data sehingga diperlukan standar pengamanan yang 
ketat, salah satunya adalah dengan penerapan 
teknologi blockchain  (Iskandar, 2021). Penerapan 
blockchain dengan decentralized identity (DID) dapat 
meningkatkan privasi dan keamanan data pribadi 
(Heister & Yuthas, 2021). DID merupakan sebuah 
sebuah bukti kepemilikan data pribadi dalam sistem 
blockchain, sehingga wajib pajak sebagai pemilik data 
dapat membatasi apa, kapan dan seberapa banyak 
yang dapat dibagikan kepada pihak lain (Heister & 
Yuthas, 2021). Dengan adanya hal tersebut dapat 
mencegah korelasi atau pemanfaatan data yang tidak 
dikehendaki (Heister & Yuthas, 2021). 

Gambar 1 Alur Decentralized Identity (DID) dalam 
Pemadanan NIK-NPWP 

 
Sumber: diolah oleh penulis. 

Sebagai gambaran implementasi DID, dalam 
Gambar 1 wajib pajak dapat mengatur akses atas data 
pribadi mereka untuk layanan tertentu. Sebagai 
contoh dalam memanfaatkan pelayanan publik yang 
disediakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), wajib 
pajak dapat memanfaatkan DID untuk membatasi 
akses yang diberikan kepada Kemenkeu hanya atas 
data-data yang berhubungan dengan keuangan, 
seperti data perpajakan dan data terkait kepabeanan 
dan cukai. Dengan adanya DID dalam penerapan 
blockchain memungkinkan pengguna untuk 
menyimpan data mereka di luar dari database pihak 
lawan transaksi untuk mengurangi risiko pembobolan 
data secara masif (Heister & Yuthas, 2021). 

Kemudian, data pada sistem blockchain disimpan 
dalam bentuk block beserta perubahannya yang 
dihubungkan dengan hash dan enkripsi pada setiap 
block data yang saling terhubung pada sistem 
blockchain sehingga membentuk ketergantungan 
(Maulana & Juliarto, 2021). Dengan data yang saling 
berhubungan, dapat mencegah orang lain untuk  
merusak data dan mempermudah DJP dalam 
melakukan pelacakan apabila terjadi pembobolan 

data serta mempermudah proses pengawasan 
(Fathiyana et al, 2022; Okazaki, 2018). Penerapan 
blockchain dapat dilakukan melalui beberapa skema 
dengan karakteristik sebagaimana dijelaskan dalam 
Tabel 1. 

 
 

Tabel 1 Perbandingan Karakteristik Blockchain 

Karakteristik Public 
Blockchain 

Private 
Blockchain 

Hybrid 
Blockchain 

Administrator Semua pihak 
dapat 
menjadi 
administrator. 

Hanya satu 
pihak yang 
dapat 
menjadi 
administrator 

Hanya 
beberapa 
pihak 
tertentu yang 
dapat 
menjadi 
administrator. 

Permissions Semua pihak  
dapat 
memiliki izin 
untuk 
mengakses 
dan mengedit 
data. 

Hanya 
beberapa 
pihak yang 
dapat 
memiliki izin 
untuk 
mengakses 
dan 
mengedit 
data. 

Hanya 
beberapa 
pihak 
tertentu yang 
memiliki izin 
untuk 
mengakses 
dan mengedit 
data. 

Accessibility Semua pihak  
dapat dapat 
memiliki 
akses tak 
terbatas 
terhadap data 
yang ada. 

Hanya 
beberapa  
pihak yang 
memiliki 
akses tak 
terbatas 
terhadap 
data yang 
ada. 

Hanya 
beberapa 
pihak 
tertentu 
memiliki 
akses tak 
terbatas 
terhadap data 
yang ada. 

Sumber: Laurence (2019). Telah diolah kembali 
Berkaca pada keberhasilan Estonia dalam sistem 

administrasi publiknya, skema yang dapat diadopsi 
adalah private blockchain dengan memperhatikan 
aspek keamanan, kecepatan, dan skalabilitas. Dari sisi 
keamanan, private blockchain bekerja dalam sebuah 
sistem tertutup di mana hanya beberapa pihak yang 
memiliki akses infomasi dalam blockchain (Paul et al, 
2021). Private blockchain memiliki sistem keamanan 
yang mumpuni dan sering kali digunakan dalam 
mengelola identitas digital (Paul et al, 2021). 
Kemudian, dari sisi kecepatan, private blockchain 
menawarkan proses administrasi yang lebih cepat dan 
efisien karena jumlah nodes yang lebih sedikit 
memberikan proses administrasi lebih sederhana. Dari 
sisi skalabilitas, private blockchain fleksibel dalam 
kustomisasi dan penambahan nodes ke dalam jaringan 
blockchain (Paul et al, 2021). Dengan demikian, 
mengingat 3 aspek penting, yakni data wajib pajak 
yang bersifat credential, kebutuhan proses 
administrasi perpajakan yang cepat, dan kolaborasi 
antar lembaga, private blockchain menjadi pilihan 
tepat karena memenuhi aspek keamanan, kecepatan, 
dan skalabilitas dibandingkan dengan skema 
blockchain lainnya.  
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Gambar 2 Alur Penerapan Blockchain dalam Pemadanan 
NIK-NPWP 

 
Sumber : diolah oleh penulis. 

Dalam hal kolaborasi antar lembaga, 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan 
sebagai administrator dalam sistem blockchain 
sebagaimana Gambar 2 di atas. Lebih lanjut, 
Kemendagri bertindak sebagai pemberi akses kepada 
lembaga-lembaga terkait dalam jaringan blockchain. 
Pemberian dan pencabutan akses dalam jaringan 
blockchain dapat dilakukan melalui Smart Contract 
(Stockburger et al, 2021). Smart Contract merupakan 
sebuah protokol komputer yang memungkinkan 
pelaksanaan kontrak yang aman tanpa adanya 
keterlibatan pihak ketiga (Okazaki, 2018). Dalam 
konteks pemadanan NIK-NPWP, Kemendagri dapat 
membatasi akses data yang dapat diakses DJP hanya 
pada data yang berhubungan dengan kewajiban 
perpajakan seseorang. Namun, dalam kondisi 
tertentu, DJP dapat meminta akses data keuangan 
terhadap wajib pajak tertentu melalui Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Hal tersebut telah diatur pula dalam 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk 
Kepentingan Perpajakan. 

4.4. Peluang dan Tantangan 
Implementasi blockchain dalam pemadanan 

NIK-NPWP memiliki beberapa potensi dalam 
meningkatkan keamanan data. Blockchain 
memberikan lapisan proteksi dalam proses transaksi 
data dapat mengurangi potensi pemalsuan data, 
pencurian data dan manipulasi data (Dewi & 
Mangkona, 2022). Selain itu, dengan data yang saling 
terkoneksi satu block dengan yang lain, 
mempermudah DJP dalam melakukan pelacakan 
apabila terjadi pembobolan data dan mempermudah 
proses pengawasan (Fathiyana et al, 2022; Okazaki, 
2018). Terakhir, blockchain memberikan kewenangan 
kepada wajib pajak sebagai pemilik data untuk 
mengelola data yang mereka miliki dengan adanya DID 
(Heister & Yuthas, 2021). 

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam 
implementasi blockchain, seperti kurangnya 
pengetahuan dan kesadaran akan teknologi 
blockchain yang masih cukup kompleks dan sulit untuk 
dimengerti (Mulaji & Roodt, 2021; Dewi & Mangkona, 
2022). Lebih lanjut, implementasi blockchain perlu 
mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan dan 
panduan yang berlaku terkait standar keamanan data 
(Mulaji & Roodt, 2021; Dewi & Mangkona, 2022). 

Terakhir, penerapan teknologi blockhain memerlukan 
biaya yang cukup tinggi yang mencakup biaya inisiasi, 
seperti biaya pembangunan infrastruktur, biaya 
pengembangan kompetensi sumber daya manusia, 
dan biaya pemeliharaan serta pelatihan berkelanjutan 
yang dapat berdampak pada penerimaan (Mulaji & 
Roodt, 2021; Indraprakoso & Haripin, 2023). 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN  
Keamanan data wajib pajak menjadi hal vital 

dalam digitalisasi perpajakan. Apalagi, apabila melihat 
data yang ada, Indonesia menjadi salah satu negara 
yang sering kali mengalami pembobolan data. Hal 
tersebut pun juga dikhawatirkan dalam pemadanan 
NIK-NPWP. Dengan struktur data yang saling 
terkoneksi dan tersebar dalam beberapa nodes, sistem 
blockchain dapat memberikan proteksi keamanan data 
dan mempermudah pengawasan DJP dalam 
pemadanan NIK-NPWP. Ditambah lagi, dengan 
penerapan DID dalam sistem blockchain yang 
memberikan kewenangan pengelolaan data kepada 
wajib pajak sebagai pemilik data, dapat mencegah 
potensi pemanfaatan data yang tidak dikehendaki. Di 
samping keunggulan tersebut, pemerintah perlu 
memperhatikan kompleksitas blockchain yang dinilai 
cukup rumit, kesesuaian dengan standarisasi 
kebijakan, dan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, 
penerapan teknologi blockchain diharapkan dapat 
memberikan proteksi maksimal untuk melindungi data 
pribadi wajib pajak dalam rangka pemadanan NIK-
NPWP di era Society 5.0 yang bergantung pada 
teknologi ini. 

 
6.   IMPLIKASI DAN KETERBATASAN  

Hasil kajian ini dapat berimplikasi untuk dijadikan 
acuan kepada pemerintah dalam rangka penentuan 
arah kebijakan. Terutama, kebijakan yang berkaitan 
dengan regulasi terkait perlindungan data wajib pajak 
di era Society 5.0 di mana antara manusia dengan 
dunia digital sudah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan. Penulis menyadari terdapat keterbatasan 
dalam kajian ini karena menganalisis data dari jurnal-
jurnal yang tersedia pada waktu penulisan. Oleh 
karena itu, penulis menyarankan untuk dilakukan riset 
dan kajian lanjutan di masa mendatang sehingga kajian 
ini dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. 
Selain itu, penulis pun menyarankan agar ada 
penelitian empiris terkait keamanan data setelah 
diberlakukannya blockchain pada pemadanan NIK-
NPWP ketika sudah diberlakukan nanti. 
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